
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR  9  TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya serta dalam
rangka penyesuaian terhadap obyek dan besarnya Retribusi Pelayanan
Pemakaman dengan tingkat perkembangan dan kondisi saat ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1982 tentang
Retribusi Kuburan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kudus Nomor 22 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi
sehingga perlu diganti ;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)  ;

 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048) ;

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
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 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548) ;

 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3293) ;

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan
Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  3350) ;

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 21 Tahun 1992
tentang Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kudus Tahun 1993 Nomor 10) ;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan      :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN.

BAB   I

KETENTUAN UMUM

Pasal   1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
5. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten untuk keperluan pemakaman jenazah.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainya.

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah Retribusi yang dikenakan terhadap
pelayanan pemakaman.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.
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BAB  II

PEMAKAIAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Pertama
Pemakaian Tempat Pemakaman

Pasal  2

(1) Pemakaian tempat pemakaman dapat dilakukan setelah yang berkepentingan
membayar Retribusi Pelayanan Pemakaman.

(2) Pemakaian tanah pemakaman untuk tiap orang ditetapkan tidak lebih dari 2,5 x
1,5 m (dua setengah kali satu setengah meter)  dengan kedalaman minimal 1,5
m (satu setengah meter) dan jarak makam satu sama lain tidak boleh lebih dari
0,5 m (setengah meter).

(3) Lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut
oleh Bupati.

Pasal  3

(1) Pemakaian tanah pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah
selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan
perpanjangan pemakaian tanah pemakaman.

(2) Pengajuan permohonan perpanjangan pemakaian tanah pemakaman diajukan
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pemakaian tanah
pemakaman.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, pemakaian tanah pemakaman tidak
diperpanjang, maka Pemerintah Kabupaten dapat membongkar tanah
pemakaman beserta barang dan atau bangunan yang ada di atasnya.

Pasal  4

(1) Pihak keluarga dapat mendirikan bangunan di atas tanah pemakaman setelah
mendapat persetujuan dari Bupati.

(2) Dalam persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan syarat-syarat
dan tatacara pendirian bangunan di atas tanah pemakaman.

(3) Syarat-syarat dan tatacara pendirian bangunan di atas tanah pemakaman diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

BAB  III

NAMA,  OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal  5

(1) Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman.

(2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi atas
pelayanan pemakaman.
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Pasal  6

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaman, yang meliputi  :
a. Pemakaian tanah pemakaman ;
b. Bangunan di atas Tempat Pemakaman.

Pasal  7

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh  jasa pelayanan
pemakaman.

BAB  IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  8

Retribusi Pelayanan Pemakaman digolongkan sebagai retibusi jasa umum.

BAB  V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan luas tanah yang
digunakan untuk pelayanan pemakaman.

BAB  VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal  10

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi
dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan
pelayanan pemakaman dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat
dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi komponen belanja operasi dan
pemeliharaan.

BAB  VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal  11

(1) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya
penyelenggaraan pemakaman, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi pemakaian tanah pemakaman, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh
lima ribu rupiah) per meter persegi ;
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b. Retribusi bangunan di atas tanah pemakaman, sebesar Rp.25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah) per meter persegi ;

c. Retribusi Perpanjangan pemakaian tanah pemakaman dan atau bangunan di
atas tanah pemakaman, sebesar  Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
per meter persegi.

BAB  VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  12

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah.

BAB   IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal  13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB  X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal  14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB  XI

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal  15

(1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran  retribusi diatur
lebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal  16

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 diberikan tanda bukti
pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal  17

(1) Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi,
maka Bupati mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
yang sejenis.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau
peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi
terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal  18

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi, diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

BAB  XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB  XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal  20

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.
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BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal  21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai  orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud
pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.
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BAB  XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  22

Terhadap pemakaian atas tanah dan bangunan pemakaman yang sudah ada sebelum
Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya dan permohonan perpanjangan
serta pengenaan retribusinya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB  XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal  24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1982 tentang Retribusi Kuburan (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Kudus  Tahun 1983 Nomor 3)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kudus Nomor 22 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kudus Tahun 1993 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 September 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL
Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

   Ttd.

                     BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 9
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR  9  TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pemakaman kepada masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Kudus menyediakan tempat pemakaman dan bagi masyarakat yang menggunakan tempat
pemakaman tersebut kepada keluarganya/ahli warisnya dikenakan retribusi. Retribusi Tempat
Pemakaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
Nomor 6 Tahun 1982 tentang Retribusi Kuburan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 22 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan pajak dan retribusi daerah dan besaran taripnya sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu diubah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman,
dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk
Keperluan Tempat Pemakaman ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara
Pemungutan Retribusi Daerah ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
bidang Retribusi;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif
Retribusi Jasa Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 :  Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.



11

Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 :  Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 :  Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.
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